
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428' 21518. Fax. (OzSO) ZtSSA, Email' rsudpainan @ ymail'com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT.MUTIAMAD ZEIN PAINAN

Nomor : 8OO/ <12 /RSUD-?OL9

TENTANG

MANAJEMENPENUNJUI(AN TIM TEKNIS PENGADAAN SISTEM INFORMASI

R;MAH JexritsrMRsl Dr LTNGKUNGAN RUMAH SAKrr UMUM DAERAH Dr.

MUHAMMADZEINPAINANTAHUNANGGARAN2oI9

DIREKTURRUMAHSAKITUMUMDAERAHDT.MUHAMADZEINPAINAN

Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan

R;;"h Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zeip Painan,

maka diperlukan penyelenggaraan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);

Menimbang i a.

Mengingat

b.BahwaagarpelayananSistemlnformasiManajemen
Rumah Salit (SfVfnS) dapat terlaksana dengan baik,perlu
adanyakeputusanDirekturRumahSakitUmumdaerah
Dr. Muhammad Zein Painan;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b,perlu ditetapkan dengan keputusan
pir.t t . Rumah sakilUmum Daerah Dr.Muhammad Zein

:1.Undang-UndangNomor|2Tahun1956tentang
PembentukanDaerahotonomKabupatendalam
Li"gr.rr"gan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonlsia Tahun 1956 Nomor 25) Jis

Undang-UndangDrt.Nomor2lTahunlgST(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

undang-u.rd"rrg Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik Indonlesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorl6a3);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negara (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomo r 47 , TambaLan LLmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 
-tentangPerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun zob+ Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
-2OO.4,- 

tentang
pemerif,saan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran N"gu,.. Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Llmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOQ;

)(



5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun . 2901- tentang

Perimbi.ngan K"rr.rrgr-t Antara Pemerintah Pusat d1'
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 4a3$;

Und.ang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil NEgara (Lembaran Negara Republik fndonesia T"lYl
zot+ N-omor 

'6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 5a9a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

Peryelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

nepluut"'indonesia Tahun 20oo Nomor 64, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3956)
sebagaimana t6lah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nom6r 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum { Lembaran

Neglra Republik -Indonesia Tahun 2005 Nomor 48'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a502);

peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/D"9l1h (Lembaran

Neglra Republik I-ndonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
pemerintah Nomor 38 Tahun 200s (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB55);

peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2olo tentang

Peny'usunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Neglra/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 ilo*o. L52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54_ Tahun

2O1O, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan
Instansi Pemerintah serta perubahannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113.Tahun 2oo2,

tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cata

Penlrrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umrrm ( Lembaran

Negara Republik -Indonesia Tahun- 2-00P Nomor 48'

tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

4502;

PeraturanDaerahKabupatenPesisirSelatanNomorB
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

10.

11.

t2.

13.

14.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KBTIGA

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

Tahun2olstentangAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah Kabupaten pEsisiiselatan Tahun Anggaran 2oL9;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018

tentang eenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahKabupatenPesisirSelatanTahunAnggaran2Ol9;
'17. 

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir selatan No 1 Tahun

20l5tentangPedomanTeknisPolaPengelolaanKeuangan
Badan Layaian Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Muhammad Zein Pannan;

MEMUTUSI(AN :

penunjukan Tim Teknis Pengad,aan sistem_Informasi Manaj emen

RumahSakit(SIMRS)diLingkunganRumahSakitUmum
Daerah Dr. Muhammad Zein Piin"t Merunjuk Pegawai Negeri

Sipit yang .,.-""y" tersebut dalam lampiran keputusan ini, di

lingkungan Rumah Sakit umum Daerah Dr. Muhammad zein

Pai-nan iahun Anggaran 2Ol9 '

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini

di6ebank"" t Lp"Ea Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan

Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Dr. Muhamrrr]ad zein

Painan Tahun 2019.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
. 
d.ensan

keientuan apabila terdapat k&efiruan dalam penetapan ini akan

diad,akan p"ibu,ikr-n kembali sebagaimana me stinya

Ditetapkan di Painan
uni 2019



.4 LAMPIRAN : SURAT.KEPUT{JSAN DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NoMoR : 800/ /RSUD-2O19
TANGGAL : LJUNI2OL9
TENTANG : PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN SISTEM

INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKT (SIMRS) DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO NAMA / NIP PANGKAT/
GOL

JABATAN INSTANSI

1.
Syafrudin,SH,MSi
Nip. 19781001 200003 1 002 rrr/d Ketua

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Kabupaten Pesisir
Selatan

2. Riki Dwi Putra,M.Kom Anggota

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Kabupaten Pesisir
Selatan

J. Masri Prima Doni,M.Kom Anggota

Dinas Komunikasi
dan Informatika

Kabupaten Pesisir
Selatan


